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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN 6ANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
PF.NYER1AAN !';l{,)()Al DI\E'RAH KEPADA BADAN USAHA MlLtK DAERAH. BADAN USAHA

SWASTA. DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKAU\N,

Menimbang: a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha yang ada di
daerah uniuk pengembangan dunia usaha, ~erta da/am rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah, perlu didukung dengan permodalan yang kuat;

b. bahwa untuk r.leningkatkan_ pertumbuhan dan perkembangan perekonomian- --
daerah, diperlukan usaha-usaha untuk-mdmberdayakan ekonomi kelompok
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .huruf a dan
huru{ b serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (71 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe,joman Pengelolaall Keuangan
Daerah seba3aimana !elah diubah dengan Para/uran Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Ta!1un 2007, maka perlu membAntuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan rv10rJalDaerah Kepada Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha
Swasta, dan Ke1ompok Usaha Masyarakal.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentClng Pembentukan Oaerah-daerah

Kabupaten d<'llam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Unclang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-UndClng Non- Jr 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone~i<l Nomor 3472), sebagaimana lelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
199B Nomor ~82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Repllbllk Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undan!C r~omor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nom(n 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4357);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Neg,,,;] HnplJhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Hepubltk ~ndor'csia Nomor 4389);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temang PerbPndaharaan Negara
(l~ Neg2ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
'.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

~. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Penmdang-undang,m (Lembaran Negara Republik Indonesia T<ihun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tan9!Jung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Und;mg-Untlanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara f<epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana lelah diubah
lerakll;r dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar;:!n Negara
Republik Indones;a Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintar Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4438);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu,., 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 47G6);

11. Peraturan Pemerintail Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lernbaran Negara Republ;k Indonesia Nomor 4578);

12, Peraluran Pemer;nlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaton/kota (Lembaran Negara ~epublik Indonesia ,-ahun 2007
Nonior 82, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14, Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keu;:Jngan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menlori Da!am Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16, Keputusan Menleri Dalam Negeri Nemor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Ba:Jan Usaha Millk Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Daerah;

18. Keputusan Menteri D",lam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan P.-oduk Hukum Daerah;

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah Berita Daemh;

20. Kepulusan Menteri Galam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah <JanPeraturan Kepala Daemh;

21. Pemlitran Oflerflll Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang
':>okok-Pokok Pen!Jololaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E} sebagaimana telah diubah dengan
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Menetapkan
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Peraturan Dal3rah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun .2008 (Lembaran
oaerah Knbupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/Ej,

22. Peraturan oaerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 lenlang
investasi Pernerintah oaerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun
2010 Nomor 3/E).

oengan Persetujuan Bersarr.a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT oAERAH KABUPATEN BANG KALAN

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA I:3ADAN USAHA MILIK DAERAH,
BADAN USAHA SWASTA. DAN KELOMPOK USAHA MASYAR.A.KAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

oalam Peraturan oaerah ini yang dimaksud dengan :
1. oaerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah oaerah adalah Pemerintah Kabupalen Bangkalan.
3. Kepala oaerah adalah Bupali bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, yang selanjulnya disingkal DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Modal Daerah adalah Aset dalam bentuk uang alau bentuk lain yang bukan

uang yang cimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penyerta"n Modal oaerah adalah PengiJunaan aset daerah unluk

memperoleh manfaal ekonomis, manlaal sosial dan/alau manlaat lainnya
untuk meningk~ltkan pendapalan daerah dan kesejahleraan masyaraka!.

7. Badan Usaha M,'ik oaerah, yang selanj'Jlnya disingkal BUMo adalah Badan
u'laha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Banclkalan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada
0' daerah.

8. Badan Usaha Swasta adalah Badan usaha y,ng dimiliki oleh pihak swasta
yang berada d, daerah.

9. Kelompok Us"ha Masyarakat adalah Kelompok masyarakat yang melakukan
usaha ekof'omi yang berada di daerah.

10. Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Angg<lrl'n Pendapatan dan Bela:'lja Daerah Kabupaten Bangkalan.

11. Bondara Umum Daerah, yang selanjutnl'a disingkat BUD adalah Pejabat
pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
b€!ndahara U,l1um daerah.

BAB 1/
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Ponyertaar. Modal oaerah bermaksud agar badan usaha yang ada di
d.1orah baii< y,mg dike lola daerah sebagai aset yang dipisahkan maupun
badan us"h" y,m9 dike lola swas!a dan usaha yang dikelola kelompok
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rnasyarakal dapal berperan aktil dalam pelaksanaan pembangunan daerah
dalam rangka peningkalan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah:
a. Untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang ada di daerah dalam

rangka meningkatkan daya saing dan menyikapi perkembangan
ekonomi regional, nasional, dan inlernasional;

b Unlu~, meningkalkan kapasilas manajel'1en dan kredibilitas perusahaan
guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan
pembangunan daerah dan lapangan kerja; dan

c. Unluk meningkalkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
JENIS BADAN U3AHA BENTUK, JUMLAH DAN WAKTU SERTA

TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu

Jenis Badan Usaha
Pasal3

Pemerintah Oaerah melakukan penyertaan modal daerah kepada :
a. Perusahaan D<Jc'ah"SUMBER DAYA";
b. Perusahaan Daerah Air Minum "SUMBER POSONG";
c. Perusahaan Daerah Bank Perkredilan Rakyal Bangkalan;
d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
e. Perseroan Terbalas Bank Perkredilan Rakyal Jalim;
I. Perseroan Terbalas Bangkalan Petrogas;dan
g. Kelompok Usaha Masyarakat.

Bagian Kedua
Benluk Penyertaan Modal

Pasal4

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 3 hurul a,
hurul b, hUI '.IIc, dan huruf 9 dilelapkan dalam benluk uang.

(2) Penyertaa'l modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul d,
hurul e, da:1hl,fUI I dilelapkan dalam benluk pembelian saham.

PasalS

Penyerlaan modal daerah sebagaimana dimaJ:sud da/am Pasal 4 dianggarkan
dalam APBD Kabupfllen Bangkalan dalam 13hun anggaran berjalan.

Pasal6

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (1) dan
ayal (2) merupakan keknyaan daerah yang dipisahkan.
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Bagian Ketiga
JUMLAH DAN WAKTU

Pasal7

I'enyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Sumber Daya
seoagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) huruf a, sebesar Rp
10-15.000.000,00 (salu mtlyar empat puluh lima jula rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 545.000.000,00 (lima
ratus empa! pt!Iuh lima juta rupiah);

b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (no1ru~iah);
c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ralus jula rupiah);
d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 100.000.000,00 (seralus jula rupiah);
e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 100.000.000,00 (seralus jula rupiah);
f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 100.000.000,00 (seralus jula rupiah);

Pasal8

Penyertaan modal daerah kepada Perusah3ell1 Daerah Air Minum Sumber
Pocong sebagaimana dimaksud dalam Pasal :J ayal (1) huruf b, sebesar Rp
11.601.516.281,00 (sebelas milyar enam ralus salu jula lima ralus enam belas
ribu nua ratus sem~ilan puluh salu rupiah) dengan rincian sebagai berikul ;
a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sehesar Rp 6.251.516.291,00 (enam

milyar dua ralus lima puluh satu jula lima ralus enam belas ribu dua ralus
sembilan puluh satu rupiah);

b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 1.550.000.000,00 (saIl! milyar lima ralus
lima pu1uhjula rupiah);

c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 3.300.000.000,00 (liga milyar liga ralus
jula rupiah);

d. Tahun Anggamn 2012, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp a (no! rupiah);
f. Tahun Anggaran 21J14, sebesar Rp 0 (no1rupiah).

Pasal9

PanY"3rtaanmodal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkredilan Rakyal
Bangkalan, seiJagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp
2.905000000,00 (dua milyar sembilan ralus lima jula rupiah) dengan rincian
sebagai barikut ;

a. Sampai dangan rabun Anggaran 2009, sebesar Rp 1.905.000.000,00 (salu
mtlyar sBrnbil"n rr,tus lim" juta rupiah);

b. Tahun Anggara'1 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
c. Tahun Anggarill' 21111, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

jula rupiah);

d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ralus lima puluh
jut" rupiah):

e. Tahun Anggari'lI1 ?,(J13. sebesar Rp 250.0CJO.000,00 (dua ralus lima puluh
jut;! rupiah);

f. Tahun Anggar:1112014, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).
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PasallO

Penyertaan rnodal daerah kepada Perseman Terbatas Bank Pembangunan
Oaerah Jatim, sebagaimana dimaksud dalarr. Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar
Rp 6.000.000000,00 (enam milyar rupiah) deng'ln rincian sebagai berikul :
a. Sampai deng;lI1 Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 2.630.000.000,00 (dua

rnilyar enarn ralus liga puluh juta rupiah);
b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jula rupiail);
c. Tailun Anggaran 2011, sebesar Rp 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh

juta rupiah);

d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 1.000000.000,00 (salu milyar rupiah);
e. Tahun Anggar,m 2013, sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ralus juta rupiah);
f. Tahun Anggara:1 2014, sebesar Rp 600.000.COO,00(enam ratus juta rupiah),

Pasal 11

Penyertaan morlal damah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Jatirn, sebagaimana dimaksud da/am Pasal 3 ayat (1) huruf e, sebesar Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan

puluh juta rupiah);
b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
c. Tahun Anggar'ln 2011, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh jula rupiah);
e. Tahun Anggar'an 2013, sebesar Rp 30.000.000,00 (liga puluh jula rupiah);
f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Pasal12

Penyertaan modal t~a!lrah kepada Perseroan Terbalas Bangkalan Pelrogas,
sebagaimana di/llnksud dalam Pasal 3 ayal (1) huruf f, sebesar Rp
1000000.000,00 (,;atu milyar rupiah) deng;m Iincian sebagai berikul :
a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 0 (nol rupiah);
b T<lhun Anggariln 2011, sebesar Rp 25/).000.000,00 (dua ralus lima puluh

jula rupiah);

c. Tahun Anggar"n 2012, sebesar Rp 250.000,000,00 (dua ralus lima puluh
jula rupiah);

d. Tahun Anggamn 2/)13, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah);

e. Tahun Ang(Jaran 2()14, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

Pasal 13

Penyertaan modal claerah dalam benluk dana bergulir kepada Kelompok Usaha
Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, sebesar Rp
2.946.230.000,00 (dua rnilyar sembi Ian rail IS empal puluh enam juta dua ratus
figa puluh rupiah) dengan rincian sebagai barikul:

a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sisa pokok dana bergulir sebesar Rp
52l3230.000,OO (1lIlla ralus dua puluh enam jUla dua ratus tiga puluh rupiah);

b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ralus dua puluh juta
rupiahj,
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c. Tahun Angga'dn 2011, sebesar Rp 400.000.000,00 (empal ralus jula
rupiah);

d. Tahun An!:jgarnn 2012, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ralus jula rupiah);
e. Tahun Anggamn 2013, sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ralus jula rupiah);
f. Tahun Anggarnn 2014, sebesar Rp 700.000.000,00 (Iujuh ratus juta rupiah).

Pasal14

Perubahan jumlah dan waklu penyertaan modal ':laerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal g, Pasa! 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13
dilakukan mel31uj mekanisme pembahasan APBD dan persetujuan DPRD yang
ditetapkan daiarn Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan,
dengan mempertimbangkan kinerja penerima penyertaan modal.

Bagian Keempal
T;;la Cara Penyertaan Modal

Pasal 15

Kepala Daerah berwenang memperoses penyertaan modal daerah sesuai
dengan sislem d'ln prosedur yang dilelapkan dalam peraluran perundang-
undangan.

BABIV
PfRTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Posisi penyert"an modal daerah dilapork2n sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari lai'oran pertanggungjawaban APBD.

BABV
KEI ENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyertaan modal Y<.tngtelah dilakukan Pemerinlah Daerah sebelum berlakunya
Peraturan Dnerah l:1i, dinyatakan telap berlaku dan dapal diproses sesuai
dengnn pemturan perunaang-undangan.

BABVI
KETf:NTUAN PENUTUP

Pasa! 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah in; sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabu-patsrr 8angka:an.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010.
NOMOR "tIE.
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